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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 

PIDATO KETUA DPR RI 
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI 

PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN IV 
TAHUN SIDANG 2020 - 2021 

 
JUM’AT, 9 APRIL 2021 

 
 

Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh, 

Salam Sejahtera bagi kita semua, 

Om Swasti Astu,  
Namo Buddhaya, 
Salam Kebajikan, 
 
Yang kami hormati: 

• Para Wakil Ketua DPR RI; 

• Para Anggota DPR RI; 

• Hadirin sekalian yang berbahagia. 
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Puji syukur  ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, 

yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya 

sehingga kita dapat menjalankan tugas konstitusional dalam Rapat 

Paripurna Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-

2021.  

 

Dalam Masa Sidang yang berlangsung singkat ini dan masih 

dalam situasi Pandemi Covid-19, seluruh Anggota DPR telah 

mengerahkan upaya terbaiknya dalam melaksanakan tugas-tugas 

konstitusional untuk menjalankan kedaulatan rakyat.  

  

Sidang Dewan yang terhormat,  

 

Atas nama Pimpinan DPR dan segenap Anggota DPR, Kami 

menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban dan 

keluarganya atas terbakarnya kilang minyak PT Pertamina di 

Balongan, Indramayu, Jawa Barat serta bencana banjir bandang 

dan longsor di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara 

Barat, serta daerah terdampak bencana lainnya di wilayah 

Indonesia. Kami juga menghargai langkah cepat Pemerintah, 

Panglima TNI dan Kapolri dalam menangani dampak bencana.  
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Pada kesempatan ini, Pimpinan dan segenap Anggota DPR 

juga mengecam dan mengutuk pelaku peledakan bom di depan 

Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan dan serangan teror di 

Mabes Polri Jakarta. Aparat keamanan agar dapat segera 

mengungkap dan menangkap pihak-pihak yang bertanggung 

jawab atas peristiwa tersebut. Semua pihak agar meningkatkan 

kewaspadaan dan keamanan, khususnya di objek-objek vital dan 

tempat publik dan jangan lengah untuk bersama-sama melawan 

aksi terorisme seperti ini. 

 

Menjadi tugas bersama kita semua, untuk saling 

mengingatkan dan mencegah penyebaran paham yang dapat 

membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara, mengancam 

keberadaan Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan kehidupan dalam 

Bhineka Tunggal Ika. 

 

Sidang Dewan yang terhormat, 

 

Pelaksanaan fungsi legislasi, pada Masa Persidangan IV ini, 

DPR telah menetapkan Program Legislasi Nasional RUU Prioritas 

Tahun 2021 dan Prolegnas RUU  Perubahan Tahun 2020-2024. 

Penetapan Prolegnas tersebut merupakan bentuk komitmen DPR 
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dan Pemerintah untuk memiliki acuan yang terukur dalam 

memenuhi kebutuhan hukum nasional. 

 

 Selanjutnya, DPR bersama Pemerintah perlu segera 

menyelesaikan pembahasan RUU yang telah berada pada tahap 

Pembicaraan Tingkat I. DPR juga perlu segera menetapkan RUU 

Usul DPR yang sudah selesai tahap harmonisasi, pembulatan, dan 

pemantapan konsepsi.  

 

Dalam semua tahapan pembentukan RUU tersebut, DPR 

berkomitmen untuk mengutamakan produk RUU yang berkualitas 

baik dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional juga berkualitas 

dalam memenuhi aspek legitimasi sosial. Untuk itu, DPR juga 

membuka ruang partisipasi publik dalam setiap tahapan 

pembentukan RUU.  

 

Dalam masa sidang ini, DPR juga telah menerima Surat 

Presiden yang berisi penunjukan Wakil Pemerintah untuk 

melakukan pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.  
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Selain itu, DPR juga telah menerima 2 (dua) Surat Presiden 

terkait dengan permintaan keputusan mengenai bentuk produk 

hukum pengesahan atas rencana pengesahan perjanjian 

perdagangan internasional yang telah ditandatangani oleh 

Pemerintah, yaitu:  

1. Rencana Pengesahan ASEAN Trade in Services Agreement 

(Persetujuan Perdagangan Jasa ASEAN). 

2. Rencana Pengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela antara 

Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Inggris Raya 

tentang Penegakan Hukum Kehutanan, Penatakelolaan, dan 

Perdagangan Produk Kayu ke Kerajaan Inggris Raya. 

 

Atas 1 RUU dan 2 Rencana Pengesahan tersebut di atas, agar 

komisi terkait dapat segera menindaklanjuti secara efektif. 

 

DPR memiliki komitmen yang tinggi untuk segera 

melakukan pembahasan terhadap RUU yang telah diprioritaskan 

pada tahun 2021 ini. 

 

Adapun terkait dengan proses revisi perubahan Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Papua, DPR mengajak 
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masyarakat Papua untuk berpartisipasi dengan memberikan saran 

dan masukan bagi perbaikan substansi undang-undang tersebut. 

DPR berharap agar pada masa mendatang revisi undang-undang 

ini dapat menghasilkan formulasi yang lebih baik bagi peningkatan 

kesejahteraan masyarakat Papua dalam berbagai aspek, 

khususnya pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. 

  

Sidang Dewan yang terhormat, 

 

Saat ini pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021 telah 

memasuki Triwulan Pertama. Fungsi APBN dalam situasi pandemi 

covid-19 menjadi sangat strategis dalam mempercepat pemulihan 

sosial dan ekonomi nasional, baik melalui kebijakan maupun 

program pembangunan. Oleh karena itu, DPR melalui Komisi dan 

AKD terkait, terus memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan 

APBN pada kuartal pertama tahun ini, agar dapat dijalankan secara 

cepat, tepat, dan efektif dalam mendorong pemulihan sosial dan 

ekonomi nasional.  

 

DPR menyadari bahwa momentum lompatan pertumbuhan 

ekonomi 2021 dan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat, 

juga sangat ditentukan oleh efektivitas realisasi APBN. Di tengah 
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kebutuhan efektivitas realisasi APBN, Pemerintah agar tetap 

memperhatikan potensi-potensi Penerimaan Negara dan 

mengendalikan defisit APBN sehingga ketahanan fiskal dapat 

terjaga.  

 

Sidang Dewan yang terhormat, 

 

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR, melalui rapat-

rapat bersama mitra kerja, Panja-panja yang dibentuk oleh Alat 

Kelengkapan Dewan, tim pemantau, maupun tim pengawas, telah 

memberikan perhatian, melakukan evaluasi, dan rekomendasi atas 

berbagai topik dalam pembangunan nasional dan permasalahan 

yang menjadi perhatian masyarakat, antara lain: 

a. Penundaan sertifikat elektronik; 

b. Pasal multitafsir dalam UU ITE; 

c. Ketersediaan pangan (beras); 

d. Ketersediaan vaksinasi dan pengendalian penyebaran Covid-

19; 

e. Rencana pembelajaran tatap muka secara terbatas; 

f. Larangan mudik lebaran dan kesiapan Ibadah Haji 2021; 

g. Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non 

Kategori; dan 
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h. Kinerja pengawasan Industri Jasa Keuangan; 

 

DPR telah memberikan pertimbangan terhadap 2 (dua) 

Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat 

untuk Republik Indonesia. DPR juga telah menunjuk 1 (satu) 

Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai pemeriksa Laporan 

Keuangan BPK RI. 

  

Sidang Dewan yang terhormat,  

 

Pada masa sidang ini, DPR juga turut memperjuangkan 

kepentingan nasional Indonesia di fora internasional, melalui 

delegasi DPR yang menghadiri beberapa pertemuan kerja sama 

antarparlemen, antara lain: 

a. pertemuan virtual antara Ketua DPR RI dengan Presiden IPU 

untuk menyampaikan kesanggupan Indonesia menjadi tuan 

rumah IPU Assembly yang rencananya dilaksanakan pada 

Maret 2022 serta membahas berbagai upaya peningkatan 

kerja sama global.  

b. Pertemuan bilateral dengan parlemen dan pejabat diplomatik 

dari beberapa negara sahabat, seperti Ukraina dan Rusia. 
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c. Delegasi DPR menghadiri webinar pada 16 Maret 2021 yang 

diadakan oleh IPU bekerja sama dengan UNESCAP dan 

dihadiri oleh anggota parlemen dari 55 negara 

  

Sidang Dewan yang Terhormat,  

 

Saya dan Pimpinan DPR,  menyampaikan apresiasi atas 

kerja keras seluruh Anggota DPR dalam menjalankan kedaulatan 

rakyat, memastikan keberlanjutan pembangunan nasional dan 

penyelenggaraan pemerintahan negara untuk kesejahteraan 

rakyat, kemajuan Indonesia, dan membangun kepribadian bangsa 

Indonesia. 

Saatnya, seluruh anggota DPR, akan menemui 

konstituennya di daerah pemilihannya masing-masing selama 

masa reses. Mari kita sapa dan dengarkan aspirasi rakyat 

Indonesia; kita bangun silaturahmi dengan rakyat selama bulan 

ramadhan; kita ikut memperkuat pelaksanaan protokol kesehatan 

Pandemi Covid-19 bersama rakyat. 

 

Atas nama Pimpinan DPR, saya mengumumkan kepada 

seluruh rakyat Indonesia, mulai tanggal 10 April 2021 sampai 

dengan 5 Mei 2021 DPR memasuki Masa Reses Masa Persidangan 
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IV Tahun Sidang 2020-2021. Kami ucapkan “Selamat Bekerja”, 

Selamat menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan; Semoga Allah SWT, 

Tuhan Yang Maha Esa, memberikan rahmat dan bimbingan-Nya 

bagi kita semua. 

 

 

Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. 

 

KETUA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

Ttd. 
 

Dr. (H.C) PUAN MAHARANI 


